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BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

' RUGI
HUKUM ACARASIDANG MAJELIS PERTIMBANG AN TU_ NﬂJSmA%ZN“
(EUANGAN DAN BARANG DAERAH KA BUPA TEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,

i ‘ : elaksanakan Peraturan Bupat
s e g?r?t‘;]ﬁg e 2015 tentang Tuntutan
Ganti Kerugian Keuangan Dan Barang Daeah
Kabupaten Sintang, maka sebagal pedoman dalam
pelaksanaan persidangan Ma jelis Pertlmbanggﬂ
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daer
Kabupaten Sintang, perlu diatur Hukum Acara
Sidang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan untuk Denjamin
kepastian hukum dalam pelaksanaannya yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

geply @ ¢ 020202020202 TooomrEw
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

4. Undang-Undang...
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Rienﬁﬁ
Perbendaharaan (Lembaran Negara Ige aoe
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahags' g
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tei]r;tvavg%
Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungR L
Keuangan (Lembaran Negara eg;h =
Indonesia Tahun 2004 qunor 66, Tam hal
Lembaran Negara Republik Indonesia NOmOr
4400},

Undang-Undang Nomor 33 Tahu 2QO4 tenﬁtfngt
Perimbangan Keuangan Antara Pemerl}'ltag ! ;a}k
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara epl.bli
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tam;):.haxfl
Lembaran Negara Republik Indonesia Nommor 38)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tﬁnta.ng
Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran egarsa
Republik Indonesia Tahun 2006 .NOr{}lOr 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik I“donesia
Nomor 4654),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teNtang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu®
2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat Dalam  Penyelenggaraan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
tentang Tata Cara  Penghapusan  Piutang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 31) sebagaimana
telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
33 Tahun 2006;
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n 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 58 ;ahu M-

e Pengelolaa?z blilfeli?lg%nesia Tahun
n Negara epu

g‘g(r)rébaﬁomor g140, Tambahan Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor 4578}

2005
Peraturarll Pemerintah Nomor 79 Tahun

i Dan Pengawasan
tentang Pedoman Pembinaan

; an Daerah (Lembaran
Penyelenggaraan pcmermtahah un 2005 Nomor 165,

1 IndOneS'ELT ‘ .
¥Z$52h§;pu£;bwm Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah ~ Nomor 3§ ’:ihun 31215)3.’;
tentang Pem bagian Urusan Pemerip tahan i
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Prov1ns1,b .
Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (LemN ara
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 orglglr(
82, Tambahan Lembaran Negara Republi

Indonesia Nomeoer 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomoy 41 Tahun 2007
tentang Organisasi perangkat Daerah (Lemb
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahupn 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lemb&fan
Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan  Barang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Baralg
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

25. Peraturan...
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25 Tahun
Pengaduan
Dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
2007 tentang Pedoman Penanganartl i
Masyarakat Di Lingkungan Kementer an
Negeri dan Pemerintah Daerah; :
i un
Peraturan Menteri Dalam Negeri Non(‘ixor f{sodTaEtik
2007 tentang Norma .Pcngawasan an e
Pejabat Pengawas Pemerintah; -
Peraturan Menteri Negard PcndayaglémaggsA[;:;taazg
Negara Nomor : PER/O4/M.PAN/Q ‘{:h
Kode Etik Pengawasan Intern Pemerntan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan A{)ar?tur
Negara Nomor : PER/OS/M.PAN/03/2008 en tar;]g
Standar Audit Aparat PengaWasanh [ntern Pemeriptan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Ta:t;r;
2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan nHt
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/O5/M.PAN/4/2009 tentang
Penanganan Pengaduan Masyarakat;

Peraturan Menteri Negara PendayaguBfaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 1_9 Tahun
2009 tentang Pedoman Kendali Mut“ Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintaly;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2013 tentang Standar Kompetensi Jaba'an

Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang

ahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten
Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 8)',

37. Peraturan...
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1 2

ten Sintang Nomor
e Organisasi Perangkat
(Lembaran

37. Peraturan Daerah ElEpate
Tahun 2008 tentang Sus _
daexl'lah Pemerintah Kabupaten Sintang st
Daerah Kabupatcn Sintang Tahun 2008 Sint,ang,
Tambahan Lembaran Daerah Kabqpagte;x S
Nomor ©2) sebagaimana telah .dxu a "o
Peraturan Daerah Kabupaten Sintansg . Osimang
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupatc}za et
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah P

Sintang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG HUKUM ACA[{QI\?TISID;S‘CC,‘;
MAJELIS PERTIMBANGAN TUN UTAN G
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Selain pengertian sebagaimana dimaksud dalam BAB 1

KETENTUAN UMUM Pasal | Peraturan BUpati Sintang

Nomor... Tahun 2015 tentang Tata Cara Ganti Kerugian

Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang, adalah:

a. Hukum acara adalah ketentuan hukum yang
mengatur antara lain, tata kerja Mp-TGR baik
tuntutan, pemeriksaan, tata cara persidangan,
pernbuktian, putusan baik pengenaan ganti rugl atau
pembebasan ganti rugi serta norma dan kode etik.

b. Penuntut adalah sekretaris MP-TGR yang diberi
wewenang oleh peraturan ini untuk melakukan
penuntutan dan melaksanakan putusan MP-TGR.

¢.- Penuntutan adalah tindakan penuntut untuk
melimpahkan kasus kerugian negara/daerah kesidang
MP-TGR yang berwenang dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam peraturan ini dengan permintaan
supaya diperiksa dan diputus oleh MP-TGR di sidang
MP-1GR.

d. Mengadili adalah serangkaian tindakan MP-TGR untuk
menerima, memeriksa dan memutus kasus kerugian
negara/daerah berdasarkan asas bebas, jujur, dan
tidak memihak di sidang MP-TGR dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam peraturan ini.

e. Tertuntut adalah seorang yang disangka yang dituntut,
diperiksa dan diadili di sidang MP-TGR.

f  Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan
guna kepentingan penuntutan dan pembuktian

tentang suatu kasus kerugian negara/daerah yang ia

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang

berupa keterangan dari saksi mengenai suatu

peristiwa kerugian negara/daerah yang ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan
menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

i

h. Keteran gan...



‘heri leh
h. Keterangan ahli adalah keter angan yang diberikan o

hal
it : 1 sus tentang
seorang yang memiliki kahlian v ng suatu kasus

ang diperlukan untuk membuat tera i
i,{mﬁgi&lrlz negara/dacrah guna kepenting

emeriksaan. fungsi
i. Il:)’anitera adalah sekratariat yang melaksanakan &
kepaniteraan.

BAB I
KEDUDUKAN MP-TGR

Pasal 2
i am
MP-TGR dibentuk oleh Bupat; dunt:hk : ;ilg;l:iz;ntu dal
menyelesaikan kerugian negara/daer - :
a. semua pegawai negeri sipil di hngk\.mgan pemerintah
daerah, termasuk pegawai tidak tetap;

b. pimpinan dan anggota DPRD;
c. pejabat pemerintahan; y
d. pegawai pada Badan Layanan Umum Da erah, s
e. pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), .
f. pihak lainnya antara lain kepala desa dan peranga
desa serta anggota Badan PermUsyawaratan Desa atau
- pihak ketiga selaku penyedia baraljlg/ jasa atau
badan/organ lainnya/masyarakat lainnya-pegawal
negeri bukan bendahara.
Pasal3
MP-TGR berkedudukan di Ibu Kota Pemerintah Kabupatel!
Sintang.
Pasal 4

(1) Sidang MP-TGR dilakukan di tempat kedudukan atau
di tempat lain dalam daerah hukum Pemerintah
Kabupaten Sintang.

(2) Tempat sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Ketua.

BAB 111
SUSUNAN MP-TGR
Bagian Pertama
Umum

Pasal 5
(1) MP-TGR dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan

Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
{(2) MP-TGR terdiri dari;

a. Sekretaris Daerah;,
b. Inspektur;,
C. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;
d. Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
(3) personil 1ain seperti Asisten Sekretaris Daerah, Kepala
Bagian Hukum, dan/atau Pegawai Negeri Sipil pada
unit kerja terkait.

Pasal 6
Susunan MP-TGR terdiri dari Ketua MP-TGR, Wakil Ketua
MP-TGR, Anggota MP-TGR, Sekretaris/Wakil Sekretaris
MP-TGR yang bertindak sebagai Penuntut dan Panitera
(bukan anggota MP-TGR).

< Pasal 7...
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Pasal 7 =
. i d dalam Pasal
Susunan MP-TGR sebagaimana dimaksu _jumlah

i i ilk dalam sidang dan
e déwr?gﬁ a;letiap gidang dapat diﬁ‘?:i‘;
sesuai dengan kebutuhan dengan syarat dan jum
ganj.l
Bagian Kedua
gekretariat MP-TGR
Pasal8 :
(1) MP-TGR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dibantu oleh sekretariat.
(2) Sekretariat MP-TGR ;
koordinator yang bertanggungjawa
B i ditetapkan dengan
(3) Sekretariat MP-TGR dibentuk dan ¢ tetap. e
Keputusan Bupati dengan Sekretariat MP-TG R bera

pada Inspektorat.

dipimpin oleh satu orang
G b langsung kepada

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Peinberhentian
Pasal 9
MP-TGR terdiri dari Ketua MP-TGR, wakil Ketua MP-TGR,
Anggota MP-TGR, Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR
yang bertindak sebagai Penuntut dan Panitera (bukan
anggota MP-TGR} diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
dengan Keputusan Bupati secara exof fitio sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau ditentukan lain oleh
Bupati dengan memperhatikan kemampuan dan keahlian
serta integritas dan kepribadian personil.

Bagian Keempat
Sumpah/Janji
Pasal 10

- (1) Sebelum memangku jabatannya MP-TGR (Ketua MP-
TGR, Wakil Ketua MP-TGR, Anggota MP-TGR,
Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR yang bertindak
sebagai Penuntut dan Panitera) wajib mengucapkan
sumpah atau janji secara bersama-sama atau sendiri-
sendiri menurut agamanya di hadapan Bupati/Wakil
Bupati.
(2) Sumpah atau janj sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berbunyl sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh
bahwa saya, untuk melaksanakan tugas dan
wewenang ini, langsung atau tidak langsung, dengan
menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak
memberikan  atau  menjanjikan sesuatu apapun
kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas
ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau
tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau
pemberian”.

;""\.h “Sava...
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setia
“Saya bersumpah/berjan ji bahwa sayakakan arm
kepada dan akan mempeftahan an Wiy
mengamalkan pancasila seba’ Da.slilf B
Undang-Undang Dasar Negara “kepubli e
Tahun 1045, serta peraturan .Pefué‘d:;%a”
yang berlaku bagi negara Republik Indo ;

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya fsjr;im::asi
akan menolak atau tidak meTDerima atau:1 R
dipengaruhi oleh campur tan gan slapap wexj'x g das
saya akan tetap teguh meld el e erandang
tugas saya yabg diamanatkan peraturan p ‘
undangan kepada saya”.

“Saya bersumpah/ber janji bahwa saya senar;uaisri
akan menjalankan tugas dan wewenang i:a\y'u.ur
dengan sungguh-sungguh, seksama, qbyekt1, j _]k .
berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku,
agama, ras, gender, dan golongan tertentu 'dan ~akan
melaksanakan kewajiban saya dengan seba1k-ba§knya
dan seadil-adilnya, serta bertanggung Jal_wab
sepenuhnya  kepada Tuhan Yang Maha Esa,
masyarakat, bangsa, dan negara’.

Bagian Kelima
Honorarium

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya MP-TGR
(Ketua MP-TGR, Wakil Ketua MP-TGR, Anggota MP-
TGR, Sekretaris MP-TGR yang bertindak sebagai
Penuntut dan Panitera) diberikan honorarium atau
sebutan lainnya.

(2) Honorarium atau sebutan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lain ditetapkan

_ dengan Keputusan Bupati.

7~
H

Bagian Keenam
Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya keanggotaan

MP-TGR didasarkan pada kode etik MP-TGR sebagai
berikut:

a. menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah/janji yang

telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan
jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa
tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat,
bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

b. menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan bebas dari
pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana,

serta tidak memihak (imparsial] dalam menegakkan
hukum dan keadilan.

c. memperdalam,.,
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aan imu
memperdalam dan memperlq as ;_)et:n dé:; oan tUgas
pengetahuarn, khususnya yang be rkai e
sebagai MP-TGR, untuk 'dxgunakan/dacrah e
penyelesaian kasus kerugian nggara s
setepat-tepatnya dan §ead11 -adxlnyg_ msn e g
kewenangan dan kewajiban yang i e
Undang-Undang Dasar Negara Repu
Tahun 1945.
memelihara hubungan
kesetiakawanan, menjaga
serta saling menghargal
sesama anggota MP-TGR.
pasal 13 e
gian negara/ daerah keanggo

kerjasama, memupuk
martabat dan nama baik,
dan mengingatkan antar

. laku ai
MP-TGR mendasarkan pada pedoman tingkah geliay
berikut:

a.

b.

bersikap dan bertindak menurut kef:entuan yang
digariskan dalam Tata Cara'Permdangan, '
memperlakukan semua pthak yarg terkait dalam

i i daerah secara
penyelesaian kerugian negara / : :
berimbang, tidak diskrimmatif dan tidak memihak
{imparsial);

menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan
kepada fakta dan  hukum  vang ~ dapat
dipertanggungiawabkan guna menjamin rasa 'keadllan,
kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal;
menjaga jarak untuk tidak berhUbungan lang sung
ataupun tidak langsung, dan tidak mengadakan ko lsi
dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga
berkaitan dengan kasus yang akan atau sedang
ditangani, sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas
atau citra mengenai obyektivitas putusan yang akan
dijatuhkan;

tidak menerima sesuatu pembefian atau janji dari
pihak manapun, baik langsung maupun tidak
langsung;

tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar
persidangan atas sesuatu kasus yang
ditanganinya mendahului putusan;
memelihara hybungan kerjasama, saling membantu
dalarr_1 meningkatkan profesionalisme, saling
mengingatkan, memupuk Kesetiakawanan, tenggang

rasa, sefta menjaga martabat dan nama baik sesama
anggota MP-TGR.

sedang

h. tidak memberikan komentar terbuka atas pendapat

anggota MP-TGR yang berbeda (dissenting opini
& | pinion),
kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah. )

Bagian Ketujuh
Majelis Kehormatan MP-TGR
Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

’ Pasal 14
Majelis Kehormatan MP-TGR bersifat ad hoc, terdiri

atas 3'(tiga) orang anggota MP-TGR yang dibentuk oleh
Bupati.

(2) Dalam...
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i melakukan
(2) Dalam hal anggota MP-TGR yang diduga

Maelis
sanksi,

diancam  dengan . ati selaku
e tan terdiri atas Bupa t/Wakdl SUia o™ vang
Ketua, dan 2 (dua) Pran;g*taajrillgcgodiperlukan dari 2
ifents oleh Bupati, S¢ =
Eiciffst‘;;ing 1;nnya yang ditentukan oleh Bupa

paragraf2
Tugas
pasal 15
jeli atan MP-TGR bertugas: N——
Z[ajeiferlf:;:knlgn Kode Etik dan Pedoman TIng

e informasi  atau
> Ilzlcgzggjsgan dari pihak-pihak yang berg:g;; a?an ?ang
berkepentingan dengan dugaan P

dilakukan oleh anggota MP- : e
C. rrlemeriksa dan memutuka n tindakan Yyang

diputuskan oleh Bupati-
Paragraf 3
Pemeriksaan
Pasal 16 '
Pemeriksaan Majelis Kehornatan MP-TGR dilakukan
secara tertutup.

Paragraf 4
Pembelaan

Pasal 17
Setelah dilakukan pemeriksaan, anggota MP-TGR yang
diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk
membela diri.

Paragraf 5
Putusan

Pasal 18
- (1} Sebelum putusan diambil setiap anggota Majelis
Kehormatan wajib memberi pendapatnya.
(2) Putusan sejauh mungkin diambil melalui musyawarah
untuk mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak

tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak
melalui pemungutan suara.

(3) Putusan berisi pernyataan bahwa anggota MP-
TGR yang diduga melakukan pelanggaran terbukti
bersalah  atau terbukti tidak bersalah, dan
rekomendasi agar anggota MP-TGR yang diduga
melakukan pelanggaran:

a. dijatuhi hukuman berupa teguran, pemberhentian
sementara atau Ppemberhentian tetap dalam hal
terbukti bersalah, atau

b. direhabilitasi dalam hal terbukti tidak bersalah.

BAB Il
KEKUASAAN MP-TGR

Pasal 19
(1) MP-TGR merupakan majelis pertimbangan tuntutan

ganti rugi tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya final



000093

. 2 - a
2) MP-TGR bertugas rpcnlndgManJutlara/dzzt:ag
informasi/laporan mengenai kcrpglap nefal s
dan melaksanakap tuntutan ganti rugi me dirriaksud
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagalmanfa e
pada ayat (1) MP-TGR menyelenggarakan fung

melakukan: ’
{ jumlah kerugian negara/ da_erah, _

;. ::;i&;iizgértuntut’ saks.i-saksi, buktl-bul;guadg
. m®meriksa térhadap ada tidaknya unsurhpc e
melawan hukum yang dilakukan oleh peg

eri bukan bendahara; ,

c g’leegn;umupulkan bukti-bukti pendukungl Eii\;/:l
. pegawan negeri bukan bendahara telah me ahin 8
perbuatan melawan hgkum s; rgﬁ'
meng@kioatkan terjadinya kerugian neg_a'ra/ aera e;i

d. meniar (eThadap harta kekayaan m¥11k pegaw.
negefi  dhtuk  dijadikan sebagai  jaminan
penyelesaian kerugian negara/daerah; i

¢ wmenyeesaikan kerugian negara/daerah melalui
SKTJM; ' _

f  memberikan Pertynibangan kepa da Bupati sebagai

2 bahals pengambilan keputusan dal am menetapkan
Pmbebanan semeptars; .

g peNatausahaan penyelesaian kerugian
n€8ara/daerah;

h. memutus  atas pengenaan ganti kerugian atau
pefMbebasan ganti kerugian;

. menyampaikan laporan atag putusan pengenaan
ganti kerugian atau pembebasan gant] kerugian
kepada Kepala Daerap, sebagai pertimbangan untuk
meNetapkan Keputusan Bupati atas pengenaan

TGR  dapat memanggil atau memintg data atay
keterangan dari pihak ketiga.

_ BAB 1v
SUSUNAN SEKRETARIAT MP-TGR
Bagian Pertama
Umum

a, Koordinator;
b Kepala Tata Usaha;
c. Para Anggota;
(3) Keanggotaan Sekretariat MP-TGR
dimaksud Pada ayat (2), terdiri dari:
:’:1. In§pektur sebagaj Koordinator Sekretariat:
. Sek:etaris Inspeytoray Sebagai Kepalg Tate; Usaha;

sebagaimang

C. Parg.
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it
iri i unsur Inspektorat,
ang teqdiri dar e
“ ga;{?'c?ar;gff taDa):eraIgl, Badan Pengelol%arér;(gusaﬁan
daen Aset Daerah, Dinas Pendapa'gantazéi tcr’kait.
Kepegawaian Daerah, dan unsur ins

Bagian Kedua
Tugas dan Fungst

Pasal 21
Sekretariat MP-TGR sebagaimana d

20 miliki tugas dan fungsr . P-TGR,
a ’I\/r‘lr;nberikangpclayanan admlmst;-railalf:pada M
' i 3 erkait;
Bupati, dan pihak lainnya yang ra—
b. Meﬁlbantu MP-TGR dalam hal pengd r}ilp}tﬂg:ngzn
penyajian informasi dan dokumen terkal
kerugian Negara/Daerah/Des&; o
C. Mela%:sanakan tugas dan fungsi ketatausahaan

TGR

imaksud dalam Pasal

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak

Pasal 22
(1) Setiap anggota sekretariat wajib melaksangkanb tugas
dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
(2) Setiap anggota sekretariat wajib mentaati ketentuan
peraturan, norma dan kode etik yang berlaku:
(3) Anggota sekretariat berhak atas _ honorarium yang
ditetapkan dengan keputusan Bupatl

Bagian Keempat
Prasarana dan Sarana

Pasal 23
(1) Demi keamanan, ketertiban, kewibawaan, dan
kelancaran pelaksanaan tugas MP-TGR perlu
disediakan prasarana gedung yang refresentatif.
(2} Prasarana gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) digunakan sebagai tempat sekretariat dan tempat
diselenggarakannya rapat dan sidang MP-TGR.

Pasal 24

(1) Prasarana gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal
23, terdiri dari sarana ruangan minimal 4 (Empat)
ruangan.

(2} Sarana ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri dari

a. Ruangan Sidang MP-MTGR;

b. Ruangan Rapat;

¢. Ruangan kerja dan arsip;

d. Ruangan Tunggu Sidang MP-TGR,

(3) Prasarana kantor dan sarana ruangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perlu dilengkapi
dengan peralatan dan perlengkapan gedung dan

ruangan serta perlengkapan dan peralatan elektronik
dan sound system yang memadai.

BAB V..,
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BABV
SKENARIO PERSIDANGAN
Bagian Pertama

Pasal 25 -
Skenario persidangan MP-TGR disusun tergantung pan
situasi dan kondisi saat persidangan akan diselengarakan.

Pasal 26

1 i Pasal
' oo sebagaimana dimaksud dalam P
il g e tercantum dalam Lampiran

25, secara umuin, sebagaimana
I Peraturan ini.

Bagian Kedua
Pengamanan Sidang
Pasal 27
Pengamanan  sidang ~ MP-TGR dilaksaakan oleh
Aparat/SKPD /Instansi ~ Pemerintah  yang diberikan
wewenang, tugas dan tanggung jawab u'tWk menjaga
keamanan dan ketertiban umum sefta kewajibannya
menegakan kebijakan daerah.

Pasal 28

1) Setiap kali diselenggarakannya sidang MP-TGR perlu
dilakukan tindakan pengamanan secala memadail.

12) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), oleh Sekretariat atas naMy MP-TGR
mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis
kepada Aparat/SKPD/Instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 29

(1) Petugas pengamanan persidangan melakukan
pengarmanan di luar dan berjaga di pintu masuk dan di
pintu keluar ruangan sidang.

(2} Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
diperkenankan memasuki ruangan sidang saat
persidangan sedang dilangsungkan.

(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dapat memasuki ruangan sidang atas permintaan
Ketua Sidang untuk melakukan pengamanan terhadap
Ketua dan Anggota Sidang, apa bila dalam hal terjadi

keadaan yang tidak terkendali di dalam ruangan
sidang.

Pasal 30

Biaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI...
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BABVI
HUKUMACARA
Bagian Pertama

Penugasan MP-TGR

Pasal 31 - ———

(1) Bupati segera  menugaskan .MP—TG e
menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara? .
melalui sidang MP-TGR sclambat-larr.lbatnyQ 7 iiasil
hari sejak menerima Iaporan/mformasll !
pengawaSan dan/atau pemberitahuan atasan angz E aﬁ
atau kepala Sypp: hasil pefnerxksaa;lh e
Pemeriksa Keuangan, hasil pemer.xksaap ole i\(p
pengawasan intern/fungsional; dan hasil pemeriksaan
oleh aparat penegak hukum. .

2) Penugisan IF\)/IP-TgGR untuk mizlakasanakan sidang MP-
TGR ditetapkan dengan surat tugds.

(3) Surat uljgas tentang  penunjukkan MP—TC?R
sebagaimana dimaksudt pacladay}e;t (’.21.1 disiapkan dan
diaiukan oleh sekretariat kepada pupatl,

(4) Sugat tugas tentang penunjukkan MP-TGR
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
menunjuk susunan keanggotaan MP-TGR yang cerdiri
dari Ketua MP-TGR, Wakil Ketua MP-TGR, Anggota
MP-TGR, Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR selaku
penuntut dan Panitera.

Bagian Kedua
Persiapan Persidangan
Paragraf 1
Penuntutan

Pasal 32
Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR selaku penuntut
berwenang melakukan penuntutan sesual penugasan
sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 25

dengan
mengajukannya kesidang MP-TGR.

Pasal 33
Dalam hal informasi atau kasus kerugian negara/daerah
{ilakukan oleh beberapa orang pegawai negeri bukan

bendahara, penuntut dapat melakukan penuntutan
terh.dap masing-masing tertuntut secara terpisah.

Pasal 34

(1) Penuntut mengajukan penuntutan ke sidang MP-TGR

disertai dengan surat tuntutan yang didasarkan pada
informasi kerugian negara/daerah.

(2) Penuntut membuat surat tuntutan yang diberi tanggal
dan ditandatangani se’ta berisi antara lain:

a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal
iahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal,
agama dan pekerjaan,

b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai
perbuatan melawan hukum yang dituntut dengan
menyebutkan jumlah kerugian negara/daerah, waktu
dan tempat kerugian negara/daerah itu dilakukan
serta sumber informasi kerugian negara/daerah,

(3) Turunan...
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(3) ™urunan surat tuntutan disampaikan kepada ;Zr:lu:‘z?;
pada saat yang bersamaan dengan penyamp

pengajuan kesidang MP-TGR. :
(4) Ben%u{( dan format Surat Tuntutan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II PeratYan ini.

Pasal 35

tuntutan
Penuntut dapat mengubah surat : :
pemeriksaan saksi-saksi termasuk saksi ahli dengan tujuan

untuk menyempurnakan surat tuntutan.

sebelum

Paragraf 2
Panggilan

Pasaj 36

(1) Pemberitahuan untuk datang ke31da{1g MP-TGR
dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan
surat panggilan kepada tertuntut ke alamat kantor
organiknya yang terakhir atau di alamat tempat
tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak

- diketahui disampaikan ditempat kediaman terakhir
melalui pemerintah kelurahan/desa.

(2) Penyampaian surat panggilan kepada teftuntyt
pegawai negeri/pejabat diberi teMbusan kepada
atasannya tempat tertuntut bertugas atau kepada
pihak lainnya kepada pimpinan SKPD yang menjadi
tempat terjadi kerugian negara/daerah.

(3) Penyerahan dan penerimaan surat panggilan oleh
tertuntut sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui
orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.

Pasal 37

(1) Penuntut menyampaikan surat panggilan kepada
tertuntut yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang
dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah
diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya

- 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai.

(2) Surat panggilan disertai dengan penegasan kepada
tertuntut untuk menghadirkan saksi-saksi yang
menguntungkan tertuntut, membawa bukti-bukti
berupa sufat-surat, dokumen lainnya beserta
petunjuk lainnya yang menguntungkan tertuntut.

(3) Bentuk dan format surat panggilan sebagaimana dalam
Lampiran III Peraturan inj.

Pasal 38

Surat panggilan Kepada teftuntut, saksi-saksi, atau saksi
ahli ditandatangani oleh Ketua MP-TGR.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan
Pasal 39

persidangan pada hari yang ditentukan sesuai Pasal
31 ayat (1) MP-TGR bersidang.

(2) Ketua...
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. R MP-
(2) Ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

; a
TGR yang dilakukan secara lisan dalaxganbashaizi,
Indonesia yang dimengerti oleh tg:rtunt\;lt;1 b
serta Ketua sidang wajb menjaga ’ dak
dilakukan hal atau dajukan per'gdnyaéar;lbeg}a(gﬁ
mengakibatkan tertuntut atau saksi m

‘awaban secara tidak bebas. )
JUntuk keperluan pemeriksaan Ketua sidang membuka

sidang dan menyatakan terbuka untuk umim:

Pasal 40 i

Ketua sidang memerintahkan Suf&yzi st:;;l;tzxtris
dipanggil masuk keruang sidang m

enuntut. . ;
?Efgtiriﬁt ttlémyata telah dipanggil secara sah te;zg
tidak datang di sidang tanpa alasan Yan® Wy
pemeriksaan tidak dapat dilangsungkan dan ek t
sidang memerintahkan agar tertuntut dipanggil sexall
ag ) .
ilil%a dalam pemeriksaan ada lebih dari seorapg
tertuntut dan tidak semua tertuntut hadir pada ha1" 1
sidang, pemeriksaan terhadap teftuntut yang hadir
dapat dilangsungkan.
Ketua sidang memerintahkan agar tertuntut yang
tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah d_lpanggll
secara sah untuk kedua kalinya, dipanggil pada
sidang berikutnya untuk kesempatan yang terakhir.
Dalam hal tertuntut tidak hadir pada persidangan
ketiga tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberi tahu
secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa
dihadiri oleh teftuntut.

Pasal 41
Tertuntut yang dipanggil dan hadif dalam ruangan
sidang wajib mengangkat sumpah/janji sebelum
memberikan keterangan dan pembelaannya.
Sumpah/janji tertuntut sama dengan sumpah/janj
saksi/ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Pasal 42
Pada permulaan sidang, Ketua sidang menanyakan
kepada tertuntut tentang nama lengkap, tempat lahif,
umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,
tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta
mengingatkan tertuntut supaya memperhatikan segala
sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
Sesudah itu Ketua sidang meminta kepada penuntut
untuk membacakan surat tuntutan.
Selanjutnya Ketua sidang menanyakan kepada
tertuntut apakah ia sudah benar-benar mengerti
apabila tertuntut tidak mengerti, penuntut atas
permintaan Ketua sidang wajib memberi penjelasan
yang diperlukan,

Pasal 43
Pemeriksaan diawali dengan pemeriksaan tertuntut
atas permintaan keterangan dan pembelaannya atas
tuntutan yang dituntut kepadanya.

(2) Pada...
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jukan
(2) Pada sidang yang sama tertuntut dapat mengajuxa

: ' u
saksi-saksi, saksi ahli bukti-bl..lktl texjtuis ;:1 -
dokumen lainnya atau petunjuk lainy
mengguntungkan tertufitut.

Pasal 44
Keanggotaan MP-TGR (Ketua, Wakil Ket%aé;al)\ngioatgaib,
Sekretaris/Wakil Sekretaris dan Pani e (132
mengundurkan diri dari suatu pert-‘.ldanganSe rﬁen
terikat hubungal keluarga sedarah atau el
sampai derajat kesatu, atau hubungan .sm;n o
meskipun tela}l1 bercerai dengan salah seorang
TGR pada Majelis yang sama. . _
2) Ketue}z Waka!l Ketua, Anggota, Sc}{retgns(i/Walél;
Sekretaris dan Panitera sebagaimana dlmaljtsu pg !
ayat (1) harus digant dan a.pa,bﬂad_ tlt 1?3
mengundurkan diri, dan jika kasus telah 1p12.1 -
putusan  dimaksud tidak sah dar_l ] etua
memerintahkan kasus tersebut segeTa disidangkan
kembali dengan susunan MP-TGR yang berbeda,

Pasal 45

(1) Keanggotaan MP-TGR (Ketua, Wakil Ketua, Anggota,
Sekretaris/Wakil Sekretaris dan Panitera) —wajib
mengundurkan diri dari suatu pefsidangan apabila
berkepentingan langsung atau tidak langsu®lg atas
satu kasus yang ditanganinya.

(2) pPengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan atas permintaan pihak-pthak lainfya
termasuk sesama anggota MP-TGR.

(3) Ketua berwenang menetapkan pengunduran dyTi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} atau ayat (2)
apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat.

(4) Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekletalis/Wakil
Sekretaris dan Panitela sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) harus diganti, dan apabila tidak
mengundurkan diri, dan jika kasus telah diputus,
putusan  dimaksud tidak sah  dan Ketua
memerintahkan Kkasus tersebut segera disidangkan
kembali dengan susunan MP-TGR yang berbeda.

Pasal 46
Anggota MP-TGR dilaTang menunjukkan sikap atau
mengeluarkan penyataan di sidang tentang keyakinan
mengenai salah atau tidaknya tertuntut/ saksi.

Pasal 47
Ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi
yang dipanggil telah hadif dan member: perintah untuk
mencegah jangan sampai saks: berhubungan satu dengan
yang lain sebelum memberi keterangan disidang,

Pasal 48
(1) Atas perruntaan anggota MP-TGR, Ketua sidang dapat
memerintahkan saks: untuk hadir dan didengar
keterangannya dalam persidangan.
(2) Saksi yang diperintahkan oleh Ketua sidang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib datang di
persidangan dan tidak diwakilkan.

——
[
—

(3) Dalam..,
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(3)

(4)

—
f—
—

(2)

(1}

(2)
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Dalam hal saksi tidak datang meskipun tel&}h dlpadnggali
dengan patut untuk kedua kalinya, Ketua sidang apam
mengambil putusan tanpa mendengar keterang
saysj, dan Ketua sidang melan jut}can pers_ldangan. "
Biaya untuk mendatangkan saksi ke permda_ng.-ar‘l) y‘a)lag
diminta oleh pihak yang bersangkutan menjadi be
dari pihak yang meminta.

Pasal 49 ) _
Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang l(;le'nl:
seorang inenurut urutan yang dipandang sebai
baiknya oleh Ketua sidangrt settgltah mendengar
endapat penuntut dan/atau tertuntut. ‘
getUa psidgng menanyakan kepada sgkm keterang an
téntang nama leNgkap, tempat lahir, umur 8a u
tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat
tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah
saksl kenal dengan tertuntut sebelum tertuntut
inelakukan perbuatan yang menjadi dasar tuntutan,
serta apakah saksi berkeluarga sedarah atau semenda
dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau
apakah saksi suami atau isteri terdakwa meskzpup
sudah  bercerai atau terikat hubungan kerja
dengannya,

Pasal 50

Yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi
adalah:
a. anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;

atau
b. orang sakit ingatan,
Apabila dipandang perlu, Ketua sidang  dapat
Menerina pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf a, untuk didengar keterangannya.

Pasal 51

Sebelum  saksi/ahl; memberikan keterangan wajib

MenguCapkan sumpah atay Janj dimuka persidangan

yang dituntun oleh ketus ma Jjelis atay anggota majelis

lainnya.

Pengucapan sumpah/jan ji sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), sebagai berikut:

a. Saksi yang beragamg, Islam mengucapkan sumpah
dengan cara berdiri dan didampingi petugas
sullPah Yang Memegang Al Quran bagi mereka
yang beragaMa isilam diatas kepala dari pada yang
mengucapkal sumpah, dengan Iafa, sumpah
Sebagai berikut:

“Dem; Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan
mene angkan delgan Sebenar-benarnya, dan tiada
lail! dari pada yang sebenarnya”.

b. Saksi...
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isten Protestan
b. Saksi an| beragama. Kris AN
ilc:éucagkag sumpah /janji dengan cara sbai?;:i
sambil mengangkat tangan sebelal_’l l.canan1 b
setinggi telinga dan merentangkan‘ jari tle( %rgmf R
jari tengah sehingga merupakan ‘oentu Khatolil::
Sedangkan untuk yang bera gam nyst'e:\ e
dengan m erentaigkan jari telunjuk, jart engab, J
manis, dengan mengucapkan sumpah/janj, yang
bunyinya sebagai berikut:

“Saya berjanji bahwa saya akan n}enelljanglzann
dengan sebenarnya dan tiada lain dan pa a yang
sebenarnya, semoga tuhan meDlolong saya -

c. Saksi yang beragam2 Hindu mengucapkan

n/janji berdiri  sambil
sumpan/janji ~ dengan .f:ara : -
mengucapkan sumpah/janji yang bunYinya sebagai
beriut;

“Om atah parama wisesa. Saya bersumpah bahwa
saya akan menerangkan dengan se”benarnya dan
tiada lain dari pada yang sebelarnya. .

d. Saksi yang beragama Budha mengucapkan sump ah
dengan  cara berdiri sambil mengucapkan

sumpah/janji yang bunyinya sebagai beriut:

“Dami sang hyang adi budha, saya akan persumpah
bahwa saya akan menerangkan dengan sepbenarnya
dan tiada lain dari pada yang sebenarnya”™

e. Saksi yang karena kepercayaannya melgucaPkan
sumpah dengan cara berdiri sambil mefgucapkan
sumpah/janji yang bunyinya sebagai beriut.

“Saya berjanji, bahwa saya akan menerangkan
dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang
sebenarnya.”.

(3) Ahli mengucapkan sumpah/janji dengan cara sesuai
agamanya masing-masing sebagimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e

dengan mengucapkan sumpah/janj yang bunyinya
sebagai berikut:

“Saya  bersumpah/berjanji, bahwa saya akan
memberikan pendapat tentang soal-soal yang

dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian
saya, dengan sebaik-baiknya”.

(4) Tertuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(2), mcngucaplfan sumpah/janji dengan cara sesuai
agamanya masing-masing sebagimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf 4, dan huruf
g,

Pasal 52
(1) Pertanyaan yang diajukan kepada tertuntut/saksi/ahli

oleh anggota MP-TGR lainnya disampaikan melalui
Ketua sidang.

N (2) Apabila...
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i i da ayat

(2) Apabila pertanyaan sebagaimana dlm'a;las;gd g:lak gda

(1) menurut pertimbangan Ketua St g

kaitannya dengan sengketa, pertanyaan

Pasal 53

Dalam hal saksi/ahli yang akan didengar ;cef:;znalg’lar;r;%ag
tidak dapat hadir di persidangan karenad a; R
dapat dibenarkan oleh hukum, MP—TGR alipi/ g
tempat tinggal atau tempat ke rja saks e
mengambil sumpah/ janji dan m cgdﬁgtalfntut.
saksi/ahli dimaksud tanpa dihadiri oleh te

Pasal 54
enolak

Da'un hal saksifahli tanpa alasan y]a;fansgtl?rh;ndapnya

untuk bersumpah/berjanji maka pemert¥ tah diberikan

tetap dilakukan dan keterangan yang tfk s

merupakan keterangan yang dapat menguatkan

hakim.

pasal 55 ‘

(1) Jika saksi/ahli karena halangan yang sab tidak dzplf;
hadir di sidang atau tidak dipanggil kareﬂﬂ;{ !
tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena
sebab lain yang berhubungan dengan lfepentmg‘an
negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu
dibacakan. o

(2) Jika keterangan itu sebelumnya telah f:l:lbcr:lkan
dibawah sumpah, maka keterangan itu dlfsamakan
nilainya dengan keterangan saksi/ahli di bawah
sumpah yang diucapkan disidang.

Pasal 56

Setiap kali seorang saksi/ahli selesai memberikal

keterangan, Ketua sidang menanyakan kepada tertuntut

bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebbt.

Pasal 57

(1) Anggota MP-TGR dapat meminta kepada
tertuntut/ saksi/ ahli segala keterangan yang dipandang
perlu untuk mendapatkan kebenaran.

(2} Penuntutdan anggota MP-TGR lainnya dengan
perantaraan Ketua sidang diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan kepada tertuntut/saksi/ahli.

(3) Anggota MP-TGR, penuntutan atau tertuntut dengan
perantaraan Ketua sidang, dapat saling
menghadapkan saksi/ahll untuk menguji kebenaran
keterangan mereka masing-masing,

Pasal 58
Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan
baik kepada tertuntut maupun kepada saksi/ahli.

Pasal 59
(1) Setelah saksi memberi keterangan, Ketua sidang dapat
minta supaya saksi yang telah didengar keterangannya
keluar dari ruang sidang wuntuk selanjutnya
mandengar keterangan saksi yang lain dan saksi
lainnya dipanggil masuk oleh Ketua sidang untuk
didengar katerangannya, baik seorang demi seorang

maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang
dikeluarkan tersebut.

(2) Para...
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i i bercakap-
(2) Para saksi selama sidang dilarang saling
cakap.
Pasal 60 ' 2
an saksi mengen
Ketua sidang dapat mendengar Keterang o s

; : K
hal tertentu tanpa hadirnya tert untut, a‘;“tusi dang akan
sidang minta tertuntut keluar darl mbgl g e
tetapi sesudah itu pemeriks aan ks Oeinua hal pada
sebelum kepada tertuntut d’1beritahukan s
waktu tertuntut tidak hadir.

Pasal 61 ) Siine
Apabila keterangan saksi di sidang dlsangk: pail'i:;.mggll:h
sidang ~ memperingatkan G kS\tlcrangan yang
kepadanya  supay@ memberikan ¢ o idana yang
sebenarnya dan mengemukakan a.ncamia memberikan
dapat dikenakan kepadanya apabila tetap
keterangan palsu.

Pasal62
Jika tertuntut tidak Mau menjawab atau mgn‘)l'zk ‘;{?&Z
menjawab pertanyaan yang dia jukan kepa anytélah e
sidang menganjurkan untuk men ngab dan se
pemeriksaan dilanjutkan atau dihentikan.

Pasal 63 _

(1) Jika tertuntut/saksi bertingkah laku yang tidak patut
sehingga mengganggu ketertiban mdapg, Ketua sidang
menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan
Ketua sidang memerintahkan supay2 tcr_tumut
dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan
pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya tertuntut.

(2) Dalam hal tertuntut secara terus menerus berUngkah
laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiba®™
sidang, Ketua sidang mengusahakan upaya
sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat
dijatuhkan dengan hadirnya tertuntut.

Pasal 64
Jika tertuntut atau saksi tidak paham bahasa Indonesia,
Ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang

bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan
benar semua yang harus diterjemahkan.

Pasal 65

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli
wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

(2) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal-
pasal sebelumnya untuk saksi berlaku juga bagi
mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan
ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau
janji akan memberikan keterangan yang sebaik-

baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan
dalam bidang keahliannya.

Pasal66
Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya
persoalan yang timbul disidang MP-TGR, Ketua Sidang
dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar
diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Pasal 67..,
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(1)

(2)

{3

()

()

(6}

(7)

Pasal 67 )

¢ segala
Ketua sidang memperlihatlfan kepacgi tert:lré'g;n ;a%c e
bukti atau dokumen lainnya an

i atau
kepadanya apakah tertuntut mengenal buéc(t)lku s
dollzumen lainnya 1tu, jika p'erlu buktl r;l{tarua i
lainnya itu diperlihatkan juga oleh Ke
kepada saksi.

i Ketua
Apabila dianggaPp perlu untuk pembuktian,

i t u
sidang membacakan atau memperlihatkan SS;;; a;zn
berita acara kepada teftuntut lataua i
selanjutnya minta keterangan seperiuny
itu.

Pasal 68 _ -
Apabila suatu penuntutan tidak dapat ;;:é‘:s;z:ln‘
ada 1 (satu) hari pe_fsldaﬂgan, '
gilanjutkan( pada han persidangan berikuipya yang
ditetapkan. o
H;ﬂ II)xtrsich’:mgan berikutnya dlbentahukarrlr Gl;epada
tertuntut setelah disepakati oleh anggota MP- ¢

Pasaj 69 X . :

Setelah pemeriksaan tertuntut, Saks"_sakSI' ahll, bukt-
bukti, dokumen lainnya dan petunjuk lainnya dinyatakan
selesai, Ketua sidang menyatakan bahwa pemeliksaan
dinyatakan ditutup-
Ses{ldah itu panggota MP-TGR 'mengadakan
musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan
dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah
tertuntut, saksi, dan hadirin meninggalkan ruangan
sidang.
Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat(2)
harus didasarkan atas surat tuntutann dan segala
sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
Dalam musyawarah tersebut, semua anggota MP-TGR
mengajukan pendapat secara bergliran diawali dari
sekretaris selaku penuntut selanjutmya anggota MP-TGR
lainnya dan terakhir mengemukakan pendapatnya
adalah Ketua majelis dan semua pendapat harus
disertaipertimbangan beserta alasannya.

Pada asasnya putusan dalam musyaWarah merupakan

hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah

diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat
dicapai atau terdapat beda pendapat (dissienting
opinion), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. putusan di ambil dengan suara terbanyak;

b. jilka ketentuan sebagaimana huruf a tidak juga
dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah
pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi
tertuntut.

Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (9) dicatat dalam buku himpunan

putusan yang disediakan khusus untuk keperluan
dimaksud dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.

Putusan MP-TGR dapat dijatuhkan dan diumumkan

pada hari itu juga atau pada hari lain yang

sebelumnya harus diberitahukan kepada tertuntut.

Bagian...
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Bagian Keempat
Pembuktian

Pasal 70

. ti
MP.-TGR tidak bolen menjatuhkan pengenaan garH

i tut kecuali
kerugian negara/ daerah kepa da tertuntut
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang s&
memperoleh key. ;
hukum/kelalaian dan kerugian negara / dic .
terjadi dan bahwa tertuntut yang hard

apabila
h, dan
i bah suatu perbuatan melawan
e o P rah benar-benar
mengganti

kerugian negara/ daerah.

Pasal 71

(1) Alat bukti yang sah'ialah:

(5)

(1)
(2)

keterangan saksi;

keterangan ahlj

surat;

petunjuk;

keterangan tert“ntyt. N

Hal yangngeca;artum&lm sudah diketahui tidak perlu
dibuktikan.

oo g

Pasal 72
Keterangan saksi sebagai alat pukti jalah ap2 yang
saksi nyatakan di sidang Mp-TGR. _
Keterangan seorang saksi saja tidak cukup apabila
tidak disertai dengan suatu alat buk% yang sab
lainnya. ,
Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendir!
tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan
sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan
saksi itu ada hubungannya satu dellgan yang lain
sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan
adanya suatu kejadian atau keadaan tertentU.
Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi,
MP-TGR harus dengan sungguh-sungguh
memperhatikan:
a. persesuaian antara Keterangan saksi satu dengan
yang lain;
b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat
bukti lain;
c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi
untuk memberi keterangan yang tertentuy;
d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala

sesuatu yang pada umumnya dapat
rr'xempengaruhl dapat tidaknya Kketerangan itu
dipercaya;

Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun

sesua}i satu dengan yang lain, tidak merupakan alat
bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan
keterangan dari saksi yang disumpah dapat

dipergunakan sebaga itambahan alat bukti sah yang
lain.

Pasal 73

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan
disidang MP-TGR.
Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari

1;13;15"11 pemikiran saja, bukan merupakan keterangan
i.

Pasal 74...
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Pasal 74 f
71 a at(l) huru
T— aimana dimaksud dalam Pasal 71 ay (1)

: dengan
c, dibuat atas sumpah jabatan atau B

dalah: . i yan
Z?m%?:l:i'taa aac:ra dan surat lain dalam bentuk resmu yang

ang

dibuat oleh pejabat umum yang berx(::ngkae?;‘;azgan

dibuat dihadapannya, yang me didengar, dilihat

tentang kejadian atau kﬂ:;ldf:nd{::r%al 1dengan’ p

atau yang dialaminya s€ ) et

yang jelas dan tegas tentang keterangatr?abf 1peraturam
b. surat yang dibuat menurut keten il olen
. perundang-undangan atau surat yani e

pejabat mengenai ha! yang tel‘fnas‘i‘on s e

laksana yang menjadi tanggung Jawa Zu Ga1 efers

diperuntukkan bagi pembuktian sesua

sesuatu keadaan; St e G
c. surat keterangan dari seof ;

pendapat berdasarkan keahliannya mengenal ses;;:::i

hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara

dari padanya;

d. surat lain yang hanya dapat berlaku & jika ada
hubungannya dengan isi dar alat pembuktian yang
lain.

yang memuat

Pasal 75

(1} Petunjuk sebagaimana dimaksud .dal'am Pasaj 71 ayat
(1) hurufd meliputi perbuatan, kejadian atau keadaan,
yang karena persesuaiannya, baik antara yang Ssatu
dengan yang lain, maupun dengan perbuatan
hukum/kelalaian itu sendiri, menandakan bahwa
telah terjadi suatu perbuatan hukum/kelalaian dan
pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hanya
dapat diperoleh dafi
a. Kketerangan saksi;

b. surat;
¢. keterangan tertuntut.

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu
petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan
oleh anggota MP-TGR dengan arif bijaksana setelah
MP-TGR mengadakan pemeriksaan dengan penuh

kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati
nuraninya.

Pasal 76

(1) Keterangan tertuntut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 ayat {1) huruf e ialah apa yang tertuntut
nyatakan di sidang tentang perbuatan yang tertuntut
lakukan atau yang tertuntut ketahui sendiri atau
alami sendiri.

(2) Keterangan tertuntut yang diberikan diluar sidang
dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti
di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu
alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang
dituntut kepadanya.

(3} Keterangan tertuntut hanya dapat digunakan terhadap
dirinya sendiri.

{4) Keterangan...



sa] idak
n tertuntut ja  tid kan
i Kmeetmcrg:l%?ikan bahwa tertuntut bersalah melaku

i harus
perbuatan yang dituntut.kcpadax_xya, melainkan
disertai dengan alat pukti yang lain.

Bag-an Kelima
Putusal

Pasal 77 TGR
(1) Apabila dari hasil pemeriksaan MP‘TGiigajn lxzfugian
berpendapat terbukti dan tcrdapatb redlimarm
negara/ daerah, dan/atau terdapat per ku?alaian P
hukum baik sengaja maupn i gkuw; itats
keberatan/pembelaan diri yang birsa 2 e
diterima  dan diputuskan be' sala ,tj e
mengeluarkan putusan pengendan gan
negara/daerah. _ TGR dan MP-TGR
(2) Apabila dar hasil pemeriksaan MP - A e
berpendapat ternyata tidak tcroapat_/tl_ a 3 D
bukti dan/atau tidak terdapat nilai %mgt
negara/daerah, dan/atatt tidak terdapat perbua‘an
nelawan hukum baik sengaja maupun lalal, dan
C keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan dite 1’1m.}eé
dan diputuskan tidak bersalah, MP-TG
mengeluarkan putusan pembebasan. .
(3) Selain putusan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), MP-TGR dapat membebankan
putusan tentang disiplin pegaWai negerl sipil.

Pasal 78 '
Semua putusan MP-TGR hanya sah dan mempunyail

kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka
untuk umum.

Pasal 79
(1) MP-TGR memutus kasus Kkerugian negara/daerah
dengan hadirnya tertuntut kecualj dalam hal
peraturan ini menentukan lain.
(2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang tertuntut dalam
satu tuntutan, putusan dapat diucapkan dengan
hadirnya tertuntut yang ada.
(3) Segera sesudah putusan diucapkan, Ketua Sidang
wajib memberitahukan kepada tertuntut tentang
segala apa yang menjadi palaksanaan putUsan, yaitu:
a. putusan menjadi dasar
Bupati.

b. jika putusan pengenaan ganti kerugian
negara/daerah yang diputuskan maka ada upaya
damai yang dilakukan untuk mengganti kerugian

negara/daerah yaitu SKTJM atau upaya paksa
lainnya.

penctapan Keputusan

Pasal 80
(1) Surat putusan memuat antara lain:

a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA"

b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal,

jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama
dan pekerjaan tertuntut;

c. tuntutan, sebagaimana terdapat dalam surat
N tuntutan,

P~ IEEPSSPTT, IO, S
— e 1.
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d. pertimbangan yang disusun secara r'lng!:gla'st
mengenai fakta dan keadaan beserta_k ala
pembuktian yang diperoleh dari pemer: 'saa?l
disidang yang menjadi dasar penentuan putusa
atas tertuntut;

€. tuntutan jumlah kerugian negara/ 'daerah,
sebagaimana terdapat dalam sufat tuptutan;

f. pasal peraturan perundang-undangan N yang
menjadi dasar penuntutan atau  per Uatrf{n
melawan hukum/kelalaian dan p?.Sal peraturan
perundang- undangan yang menjgdl dasar hukum
dari putusan, dan dapat diseltal keadaan ;yang
memberatkan dan yang meringankan tertuntut,

g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah anggota
MP-TGR; o

h. pertimbangan putusan dan pernyatadn putusan ole
MP-TGR dibebaskan atau dikenakan gant kerugian
negara/daerah disertai dengan kualifikasiPya.

i. hari dan tanggal putusan, nama penuntut, Nama
anggota MP-TGR yang memutus dan nama
Panitera;

(2) Putusan dilaksanakan dengan segefa —melurut
ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 81

(1) Panitera membuat berita acara sidang, dengal
memperhatikan persyaratan yang dipeflukan dan
memuat segala kejadian di sidang yang be'hubungan
dengan pemeriksaan.

(2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat juga hal yang penting dari keterangan
saksi, tertuntut dan ahli kecuali jika Ketua sidang
menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada
keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan
menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu
dengan lainnya.

(3) Beflita acara sidang ditandatangani oleh seluruh
anggota MP-TGR dan panitera kecuali apabila salah
seorang dari anggota MP-TGR dan panitera
berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita
acara tersebut.

(4) Bentuk dan fo'mat Berita Acara Sidang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
sebagaimana tefcantum dalam Lampiran 1II Peraturan
Bupati ini.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Putusan

Pasal 82
MP-TGR melaporkan hasil pemeriksaan sidang MP-TGR
dalam bentuk putusan dan menyampaikan kepada Bupati
dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak

putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan
dokumen hasil pemeriksaan.

Pasal 83...
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Pasal 83 .
Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari sejak menerima laporan dari MP-TGR yang dilengkapi
dengan  bukti-bukti dokumen  hasil pcmenksaag
menetapkan keputusan Bupati tentang pembebasan ’I‘Q
atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian
negara/daerah.

Pasal 84 ) .

(1) Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti keruglan
negara/daerah  dilaksanakan melalui penyelesaian
kerugian negara/daerah.

(2) Berdasarkan keputusan Bupati tentang pengendan
ganti Kerugian negara/daerah MP-TGR mencatat
kerugian negara/daerah dalam daftar kerugian
negara/daerah. ,

(3) MP-TGR segera menyampaikan Keputusan Bupati
tentang pembebasan TGR atau keput}.xsan kepgla
daerah  tentang  pengenaan ganti k‘crug1an'

= negara/daerah kepada tertuntut atau pegawal Regeri
bukan bendahara. )

(4) Terhadap Keputusan Bupati tentang pengelaan ganti
kerugian negara/daerah, pegawai negeri bukaD
bendahara segera menyelesaikannya melalul
penyelesaian kerugian negara/daerah dengan upaya
damai atau SKTJM dengan difasilitasi oleh MP-TGR.

Pasal 85
Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak
ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR
atau Keputusan Bupatli tentang pengenaan ganti kerugian
negara/daerah menyampaikan pemberitahuan
penyelesaian kerugian negara/daerah kepada Badan
Pemeriksa Keuangan dengan melampirkan Keputusan
Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati

tentang pengenaan ganti Kerugian negara/daerah beserta
dokumen hasil pemeriksaan lainnya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

(1) Ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara
tata tertib dipersidangan.

(?) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua sidang
untuk memelihara tata tertib dipersidangan wajib
dilaksanakan dengan segera dan cermat.

(3) Tata tertib sidang MP-TGR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dan ayat (2) yang belum diatur atau
belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan
diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri.

Pasal 87
(1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan
sikap hormat kepada sidang MP-TGR.

{2) Siapapun...



nNNL1b

2) Siapa disidang bersikap tidak sesuai dengan
“ ma}!?t;)t:;? }}J;)a;:ggadilan gan tidak mentaati tata tertib
setelah mendapat peringatan dari Ketua Sidang, atas
perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan
ruang sidang.
Pasal 88 _ _

(1) Siapapun dilarang membawa senjata api, dsen]ata
tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang
dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa
yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang
khusus disediakan untuk itu )

(2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan asggkang
karena tugas jabatannya  dapat n_lrelng bahag
penggeledahan badan untuk menjami w
kehadiran seorang diruang sidang tidak mcrr'lbawa
senjata, bahan atau alat maupun b;nda sebagaimang
dimaksud pada ayat (1) dan apabila terdapat maka
petugas mempersilahkan yang persangkutan untuk
menitipkannya.

(3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan
ruang sidang maka petugas wajib menyerahkan
kembali benda titipannya.

(4) Ketetentuan scbagaimana dimakaud pada ayat(l} dan ayat
(2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan
penuntutan bila ternyata bahwa penguasaan atas
benda tersebut bersifat suatu tindak pidana.

Pasal 89
Bila dipandang perlu MP-TGR disidang atas kehendaknya

sendiri maupun atas permintaan tertuntut atau saksi
dapat memberi penjelasan tentang hukum yang berlaku.

Pasal 90

Semua anggota MP-TGR, Penuntut, Tertuntut, Saksi/Ahli
wajib mentaati norma-norma dan kode etik yang berlaku.

Pasal 91
Semua surat putusan sidang MP-TGR disimpan dalam
arsip  sekretariat MP-TGR dan tidak dibolehkan

dipindahkan kecuali peraturan perundang-undangan
menentukan lain,

Pasal 92

Panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua
kasus kerugian negara/daerah sesuai identitas masing-
masing tertuntut.

Pasal 93

(1) Petikan surat putusan diberikan kepada tertuntut
segera setelah putusan diucapkan, dan petikan surat
putusan lainnya di sampaikan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat serta Kepala
SKPD secara organiknya.

(2) Asli surat putusan diberikan kepada penuntut selaku
sekretariat.

(3) Salinan surat putusan hanya boleh diberikan kepada
orang lain dengan seijin  Sekretariat setelah
mempertimbangkan kepentingan dari permintaan
tersebut.

Pasal Q4 ...
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Pasal 94 . P
(1) Sidang MP-TGR dilangsungkan digedung sidang MP-
TGR dalam ruang sidang- X

(2) Dalam ruang sidang anggota MP-TGR (Ketua, Wakil

Ketua, Anggota, Sckretariat dan Panitera)

mengenakan.pakaian sidang dan atribut.

(3) Ruang sidang sebagaimana dlrr}atl:sl}ﬁu ' pada
ayat(l)ditata menurut ketentuan sebagai berikut

a. tempat meja dan kursi anggota M?- TGR te.rleta-k
sama dan sejgjar dan lebih tinggi dar pengl}nJung,

b. tempat panitera terletak dibelakang sisi kanan
tempat anggota MP-TGR;

c. tempat kursi pemeriksaan tertuntut ;ina;
saksi/ahli terletak didepan tempat anggota g
TGR;

d. tempat tertuntut setelah didengar keterangannya
terletak di sebelah kiri depan dari tempat anggota
MP-TGR; _

e. tempat saksi atau ahli yang telah didengar
keterangannya terletak sebelah kanan dibelakang

- kursi pemeriksaan;

f tempat pengunjung terletak di belakang tempat
saksi yang telah didengar keteTangannya;

g bendera Nasional ditempatkan disebelah kanan
meja anggota MP-TGR dan bendera Pemenntgl?
Kabupaten Sintang ditempatkan disebelah kiri
meja anggota MP-TGR sedangkan lambang Negara
ditempatkan pada bagian atas dibelakang meja
anggota MP-TGR, serta spanduk bertuliskan
“SIDANG MP-TGR (MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI RUGIH ditempatkan dibelakang
meja anggpta MP-TGR dibawah lambang negara;

h. tempat rohaniwan terletak disebelah kiri tempat
panitera;

i. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai

& huruf h diberi tanda pengenal;

jo tempat petugas keamanan dibagian dalam pintu
masuk utama ruang sidang dan ditempat lain
yang dianggap perlu.

(4) Apabila sidang dilangsungkan diluar gedung sidang
mp-T GR, maka tata tempat sejauh mungkin
disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana ayat (3).

(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak mungkin dipenuhi maka sekurang-
kurangnya bende’a Republik Indonesia harus ada.

Pasal 95
(1) Sebelum sidang dimulai panitera dan pengunjung

yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing
dalam ruang sidang.

(2) Pada saat anggota MP-TGR memasuki dan

meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri
untuk menghormat.

(3) Selama sidang beflangsung setiap orang yang keluar
masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.
Pasal 96
(1) Selama pemeriksaan dalam sidang Majelis TP-TGR,

. majelis menggunakan pakaian yang diatur dalam
b peraturan ini.
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(2) Pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} ac_lalar};
toga berwarna hitam, dengan lengan lebar, sina
warna keki dan bef warna putih, dan songkok hitam
bagi anggota MP-TGR laki-laki. ' )

(3) Pakaian bagi panitera dalam persidangan adalah jas
berwarna hitain dan kemeja warna terang.

(4) Hal yang berhubungan dengan model dan ukun(a.iz ;oiatl
serta simare dan bef sebagaimana dimaksud pa A

(2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 97

Bentuk dan format Surat Perintah Tugas MP-TGR, Putusag
MP-TGR, Keputusan Bupati tentang Pembebasan Gtan
Kerugian Negara/Daerah, Keputusan Bupati g:n ar}:lg
Pengenaan Ganti Kerugian Keuangan/Barang Ie_:))u:ra .
Daftar Kerugian Daerah, SKTJM, Keputusan Bupati
tentang Pembebanan Penggantian Keuangan Sementara
Atas Ganti Kerugian Keuangan/Baran-g Daeral_l, Keputusa}rll
Bupati tentang Pembebanan Ganti Kerugian ’Daerfi ;
Keputusan Bupati tentang Pencatatan (;rantl P:eruggn
KeUangan/Barang Daerah, Surat Penagihan Kerugian
Keuangan Daerah, dan SPTJM sesuai sebagaimana
tercantum dalam Pasal 66 Peraturan Bupati Sintgng Nonl'lor
1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Gant Kerugian
Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang.

Pasal 98
Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV
merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupatiini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

(1) Informasi kerugian negara/daerah terhadap yang

terjadi pada saat belum berlakunya Peraturan Bupati
_ im dapat dilakukan proses penuntutannya dengan
berpedoman pada peraturan bupati ini.

(2) Informasi kerugian negara/daerah terhadap yang
terjadi dan sudah dilakukan penuntutan ganti rugi
berdasarkan selain Peraturan Bupati ini dapat
dilakukan proses penuntutannya kembali dengan
berpedoman pada peraturan bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100
Sebagai petunjuk pelaksanaan yang belum diatur dan/atau
belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur

lebili lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan
Bupati tersendiri.

Pasal 101...
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’ Pasal 101
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang,.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal $dmuam: 2015

BUPATI SINTANG,

P

Z
MILTON CROBY

Diundangkan dj Sintang
pada tanggal {JANUARIT 5415

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
)

/

YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR -3.
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PERATURAN BUPATI SINTANG
NCMOR  : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : S IANUuRRy 2015 LIS PERTIMB ANGAN

TENTANG : HUKUM ACARA SIDANG MAJE
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG

DAERAH KABUPATEN SINTANG

CONTOH FORMAT SKENARIO SIDANG

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN SINTANG
Jalan Diponegoro No 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telp, (0565) 21008 Fax. (0565) 21738

w

SKENARIO SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANT! RyGl

Sidang dilaksanakan disuatu tempat yang telah ditetapkan oleh Majelis
Pertimbangan TGR, di ruang sidang terdapat meja sidang, kursi sidang dan
terdapat Bendera Merah Putih yang didampingi Bendera Pemerintah Kabupaten

Sintang.
Majelis Pertimbangan TGR dalam melaksanakan sidang TGR menggunakan

pakaian sidang ... sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya;

. Ruang sidang disiapkan, hadirin/ undangan sudah hadir dapat mengambil

tempat duduk yang telah disiapkan, sedangkan pafa Tertuntut berada diluar

ruangan sidang;

. Seluruh anggota Majelis Pertimbangan TGR melakukan persiapan sidang

diruangan Ketua Majelis Pertimbangan TGR;

Majelis Pertimbangan TGR memasuki ruang sidang yang telah disiapkan,
hadirin/undangan dimohon berdiri;

Setelah Majelis Pertimbangan TGR telah menempati tempat duduk masing-
masing, Ketua Majelis Pertimbangan TaR langsung memimpin sidang dan

membuka Sidang Majelis TGR.

“Assalamualaikum warrahmatullahj wabarrakatuh” /"Selamat ... dan Salam
Sejahtera”

“Sidang Majelis Pertimbangan yang saya hormati, sidang Majelis
Pertimbangan TGR pada hari inj ..., tanggal ... 20.., saya buka dengan resmi
dengan mengucopkan “Bismillahirrahmannirrahim” /Dengan Pertolongan
Tuhan Yang Mahi Esa, sidang dinyatakan terbuka untuk umum?”, sambil
Mengetuk palu sidang 2 (tiga) kali.

“Selanjutnya...



